WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR (3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BIMA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran  berjalan maka perlu dilakukan
perubahan APBD tahun anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik



10.

11.
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
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Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan = Daerah  Kepada  Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2003 Nomor 8);
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007
Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2015 Nomor 161);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor
185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Menetapkan

Dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula

berjumlah Rp.

985.954.577.330,56 bertambah sejumlah

Rp.11.509.677.739,16 sehingga menjadi Rp.997.464.255.069,72 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 783.522.889.046,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.493.394.395,20

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 797.016.283.441,20
2. Belanja:

a. Semula Rp. 985.954.577.330,56

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.509.677.739,16

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 997.464.255.069,72

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (200.447.971.628,52)



3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
a. Semula Rp. 204.431.688.284,56
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.983.716.656,04)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 200.447.971.628,52

b. Pengeluaran

a. Semula Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 200.447.971.628,52
perubahan '
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp. 0,00
perubahan
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan asli daerah
a. Semula Rp. 33.353.699.104,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.955.437.101,20
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp. 44.309.136.205,20
perubahan
b. Dana perimbangan
1. Semula Rp. 656.451.405.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.074.866.477,00
Jumlah dana perimbangan setelah Rp. 668.526.271.477,00
perubahan
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp. 93.717.784.942,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.536.909.183,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp. 84.180.875.759,00
yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah

a. Semula Rp. 14.850.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.253.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 16.103.000.000,00
b. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 7.454.453.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 965.200.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah Rp. 8.419.653.000,00

perubahan



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 912.766.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 737.237.101,20
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp. 1.650.003.101,20
daerah yang dipisahkan setelah

perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp. 10.136.480.104,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.000.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp. 18.136.480.104,00

daerah yang sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1. Semula Rp. 42.592.529.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.074.866.477,00

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil Rp. 54.667.395.477,00
bukan pajak setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp. 455.972.250.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Rp. 455.972.250.000,00
perubahan
c. Dana alokasi khusus
1. Semula Rp. 157.886.626.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Rp. 157.886.626.000,00
perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
a. Semula Rp. 17.377.200.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 17.377.200.000,00
b. Dana darurat
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya
1. Semula Rp. 48.590.584.942,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.536.909.183,00)

Jumlah dana hasil pajak dari provinsi Rp. 39.053.675.759,00
dan pemerintah daerah lainnya setelah
perubahan



d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Rp. 27.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi  Rp. 27.750.000.000,00
khusus setelah perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Rp. 0,00
atau dari pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Belanja Tidak Langsung

a. Semula Rp. 513.841.805.170,56
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (24.368.915.658,84)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Rp. 489.472.889.511,72
perubahan
b. Belanja Belanja Langsung
1. Semula Rp. 472.112.772.160,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 35.878.593.398,00
Jumlah belanja langsung setelah Rp. 507.991.365.558,00
perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

a. Semula Rp. 334.310.854.514,56
b. Bertambah /(berkurang) Rp. (11.809.989.469,84)
Jumlah belanja pegawai setelah Rp. 322.500.865.044,72
perubahan

b. Belanja bunga
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah Rp. 0,00
perubahan

d. Belanja hibah
1. Semula Rp. 39.249.775.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.072.658.730,00)
Jumlah belanja hibah setelah Rp. 38.177.116.270,00

perubahan



e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 137.363.746.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (11.506.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 125.857.746.000,00
Perubahan

f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Rp. 0,00
perubahan

g Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota,
pemerintah desa dan partai politik

1. Semula Rp. 822.411.656,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 822.411.656,00

Setelah perubahan
h.Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 2.095.018.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.732.541,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp. 2.114.750.541,00
perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 46.483.662.011,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (926.965.990,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Rp. 45.556.696.021,00
perubahan

b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp. 191.171.477.420,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.372.946.762,02)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp. 188.798.530.657.98
perubahan

c. Belanja modal
1. Semula Rp. 234.457.632.729,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.178.506.150,02
Jumlah belanja modal setelah Rp. 273.636.138.879,02
perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp.200.447.971.628,52

1. Semula Rp. 204.431.688.284,56
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.983.716.656,04)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 200.447.971.628,52



b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp.200.447.971.628,52

1. Semula Rp. 204.431.688.284,56
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.983.716.656,04)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 200.447.971.628,52
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Rp. 0,00
Perubahan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
Setelah perubahan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.0,00

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) Rp. 0,00

pemerintah daerah setelah perubahan



c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Rp. 0,00
perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman setelah Rp. 0,00
perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:
1. Lampiran I
Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Ringkasan perubahan APBD;

Ringkasan perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi perangkat
daerah;

Rincian perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi perangkat
daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi perangkat
daerah, program dan kegiatan;

Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan
dan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lain-lain;

Daftar  kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan. operasional

pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan’ |
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 9 Dktober 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: ( 45 /2018)



